
Menimbang :

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI TIUSI RAWAS
NOMOR [1 rnHuru zot t

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TIIUSI RAWAS TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

b.

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2012, perlu disusun dokumen Rencana Keria
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun
2012;

bahwa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewaiiban
daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2A1O tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat ll dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan
Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun;
2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389); (
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5'Undang-UndangNomor15Tahun2oo4tentangPemeriksaan,
Pengelolaan I"n Pertanggungjawaban . Keuangan Negara

(Lembaran Nf"g"i" nepuUi[-fndonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan t_.mGian H"g"r, Republik lndonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 
- 
Tahun 2OO4 tentang Sistem

perencana"n 
'F"mUangunan 

Nasional (Lembaran Negaq Rl

Tahun 2OO4 nomor l0i,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

a421\;

T,Undang.UndangNomor32Tahun2oo4tentangPemerintahan
o""r"n-(Lembaian Negara Rl Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran ru"J"i" Rl"Nomor 4437\, sebagaimana telah diubah

ueoeraparati Eiainir dengan Undang-Undang. Nomor 12 Tahun

200g tentang perubahan kedua AtaJUndang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Perherintahan Daerah (Lembaran Negara Rl

Tahun 20OB ttomoi 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

a84a\;

S.Undang-UndangNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan
Keuangan anta"ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(t_Lmuiran ruegara Rl Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 4a38\;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuan$an Daeratr (Lembaran Negara Rt Tahun 2oa5 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor a578);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Rl Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembdrdn Negara

Rl Nomor a737'l;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl

Tahun 20b-8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

a815);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan'

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pem6angunan Daerah (Lembaran Negara Rl^ t_ahun

2008 Nomor 2t, Ta-mbahan Lembaran Negara Rl Nomor 4817\',

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nolnor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuingan Daerah sebagaiman-a_telah

diubah dengan-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tlhun 2OOO tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang,

Tahapan, Tata Cara Penyuiunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Musi Rawas (Lembaran da"t"n f"orpat6n Musi Rawas Tahund

2008 Nomor 7);
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16'PeraturanDaerahKabupatenMusiRawasNomorTTahun2ol0
tentang Rencana pembangunan langkaPanjang.Kabupaten Musi

Rawas Tahun iOO,S-ZOZ; (UemOarin Daeiah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2010 Nomor 7);

lT.Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2010 tentang

Rencana p"*[rngrn"n Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Musi Raw", i"nr"n 2010-2075 (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2O1O Nomor 105)'

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURANBUPATIMUSIRAwAsTENTANGRENCANA
KERJA PEI$EENEJTIANT OICNAX KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2012.

Pasal 1

( 1 ) ffi;?f ", ff H:l:, 1"i'ni 
"'rTl 

?: i,'"t"!-q?i!iX} -S-g&
RKPDadalahdokumenperencanaanpembangunanKabupaten
Musi Rawas Tahun 2012'

(2)RKPDsebagalmartadimaksudpadaayat(1)disusundengan' tujuan untuXhenfrJi ".rrn 
dalam setiap kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan di Kabupaten Musi nawis sekaligus menjadi

tolok ukur terhadap iinerla pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

(3)NaskahRKPDdisusundenganSistematikasebagaiberikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

b.BABIIEVALUASIHASILPELAKSANAANRKPDTAHUN
ueLU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

c. BAB lll RANGANGAN KERANGIG EKONOMI DAERAH

oAr'r xrelJAKAN KEUANGAN DAERAH

d.BABIVPRIoRITASDANSASARANPEMBANGUNAN
DAERAH

E. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAEARAH

f. BAB VI PENUTUP

Pasal 2

lsibesertauraianRKPDsebagaimanadimaksuddalamPasall
tercantum dalam Naskah RKpb yang merupakan lampiran dan

u"g;.iiO'k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 3

RKPDdisusungunamenjamin.keterkaitandan*"iil::"#]anlara4
perencanaan, penganggaran' pelaksanaan dan peng€
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Pasal4 i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
PeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkdn di Lubuklinggau

pada tanggal lf Wt
BUPATI MU$ RAWAS,,

2011

"k
flt.

o

Diunddn$kan di Lubuklingigdu

pada tanggal ll Voni 20'11

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR fu

AR,IS DAERAH


